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Instansi Pemerintah
Seri-1 : Registasi & E-Faktur



Pelaksanaan Hak & Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Penyampaian Dokumen Elektronik/Kertas

www.pajak.go.id

Dokumen Elektronik 
yg ditandatangani WP

Portal WP

Laman/App lain
Yg terintegrasi DJP

Contact Center

atau

atau

Bukti 
Penerimaan

Sistem administrasi DJP/ system 
yg terintegrasi dengan DJP

Pejabat/pegawai DJP

Pejabat/pegawau K/L Lain

Tindak Lanjut

Dalam kondisi tertentu*), dapat dilakukan secara tertulis: 
a. langsung ke KPP/KP2KP (borderless); atau 
b. melalui pos/ekspedisi ke KPP tempat WP terdaftar.

kondisi tertentu*)
- Infrastruktur belum tersedia
- Gangguan sarana komunikasi
- Bencana

Apabila 1 dokumen dikirimkan melalui 
beberapa kanal, bukti penerimaan yang diakui 
yakni yang pertama terekam sistem DJPPelaksanaan h/k perpajakan secara elektronik menggunakan Standar WIB

PMK SIAP

PASAL

4,5,7

2



Penyampaian Dokumen Elektronik

www.pajak.go.id

Pelaksanaan h/k perpajakan secara elektronik melalui Portal WP

• Direktur Jenderal Pajak menyediakan Akun Wajib Pajak untuk setiap Wajib Pajak 
• Akun WP dapat digunakan oleh Wajib Pajak dengan melakukan aktivasi Akun Wajib Pajak 

Portal WP

KPP / KP2KP

Pengajuan aktivasi Akun

• Pengajuan aktivasi Akun WP disetujui apabila alamat pos elektronik dan nomor telepon seluler WP 
telah tervalidasi 

PMK SIAP

PASAL

6

Pelaksanaan Hak & Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 3



Apa yang harus
dilakukan?

4



First to do 5

Sisi Personal Pegawai 
Instansi Pemerintah

A

Sisi
Instansi Pemerintah

B



6

Login pertama kali

Sisi Personal
Pegawai

Permintaan Sertifikat Elektronik/
Kode Otorisasi DJP

Sisi PersonalA



Memiliki NPWP Aktif/NE
& pernah login DJPOnlne

1

Istri yang NPWPnya
Gabung dengan Suami

2

7Sisi PersonalA

Cluster Pengguna



Memiliki NPWP
(Aktif/NE, pernah login DJP Online)



First to do 9

1 Login pertama kali

Password 
DJP Online ≠ CoretaxMemiliki NPWP Aktif/NE

& pernah login DJPOnlne



Step-1

https://coretaxdjp.pajak.go.id

1

2

3

4

5



Berikutnya akan disajikan 
laman permohonan Ubah 
Kata Sandi.

• Isikan ID Pengguna
• Tujuan Konfirmasi
• Masukan Captcha
• Ceklis Pernyataan

Tekan tombol “Kirim”

Step-2



Tujuan konfirmasi pengiriman 
Kata Sandi akan dikirimkan ke 
Alamat email yang terdaftar 
pada laman DJP Online.

MEGA KURNIAWAN

242344567423000000000

kurniawan.mega@gmail.com
08777777777777

24.234.456.7-423.000

Default Email

12



Berikut ini contoh tautan reset kata sandi baik yang dikirimkan ke surat elektronik atau ke nomor 
gawai

Step-3



Isikan kata sandi baru dengan 
ketentuan:

• minimal 8 karakter
• minimal 1 huruf besar
• minimal 1 huruf kecil
• minimal 1 angka
• minimal 1 karakter khusus

14

Step-4



Istri masuk DUK Suami
(NPWP Gabung- Butuh Akses Coretax)



First to do 16

2 Login pertama kali

Apakah masuk 
DUK Suami?Istri yang NPWPnya

Gabung dengan Suami



DUK



“Aktivasi Akun Wajib Pajak”
digunakan oleh:
• Istri yang hak & kewajiban perpajakannya 

digabung suami (NPWP Gabung Suami) 
dan telah masuk Family Tax Unit (Data 
Unit Keluarga) Suami 

untuk mendapatkan akses login ke dalam 
Coretax

18

Masuk DUK Suami
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Step-2



Step-3

Contoh tampilan 
• Username (NPWP/NIK)
• Password Akun
Untuk akses masuk Coretax

20

:  MEGA KURNIAWAN

Cek Inbox Email



Step-4

21
https://coretaxdjp.pajak.go.id

1

2

3

4
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Step-5

22

6

9

7

8



Step-6

23

10 11



Step-7

24

10
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Istri belum masuk DUK Suami
(NPWP Gabung- Butuh Akses Coretax)



“Daftar di sini”

digunakan oleh:
• Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP.
• Istri yang hak & kewajiban perpajakannya 

digabung suami dan belum masuk 
Family Tax Unit (NPWP Gabung Suami)

untuk mendapatkan akses login ke dalam 
Coretax

Step-1

26



Step-2

27
sumber gambar: 
Handout official Materi Eduksi Coretax Ditjen Pajak



Step-3

28



Step-4

29



Step-5

30



Step-6

31
sumber gambar: 
Handout official Materi Eduksi Coretax Ditjen Pajak



Step-7

32



Step-8

33



Step-9

34



Step-10

Contoh tampilan 
• Username (NPWP/NIK)
• Password Akun
Untuk akses masuk Coretax

35

:  MEGA KURNIAWAN

Cek Inbox Email



Step-11

36
https://coretaxdjp.pajak.go.id

1

2

3

4
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Step-12

37
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7
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Step-13

38

10 11



Step-14

39

10
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Login pertama kali

Permintaan Sertifikat Elektronik/
Kode Otorisasi DJP

Penandatangan Bukti Potong/Pungut/ 
Faktur/SPT/Dokumen menggunakan Tanda 
Tangan Elektronik Orang Pribadi

1

Memiliki NPWP Aktif/NE
& pernah login DJPOnlne

40Sisi PersonalA



KETENTUAN PERALIHAN

www.pajak.go.id

PMK SIAP

PASAL

472

MATERI KETENTUAN

Penggunaan sertifikat elektronik, 
EFIN, dan kode verifikasi (dari DJP) 
oleh WP

Dapat digunakan untuk Masa Pajak s.d. Masa Pajak Desember 2024, 
bagian Tahun Pajak yang berakhir pada Desember 2024, atau Tahun 
Pajak 2024

Penggunaan TTE tidak 
tersertifikasi oleh DJP 

Dapat digunakan untuk Masa Pajak s.d. Masa Pajak Desember 2024, 
bagian Tahun Pajak yang berakhir pada Desember 2024, atau Tahun 
Pajak 2024

Penggunaan Segel Elektronik pada 
Keputusan DJP Paling lambat mulai tanggal 1 Januari 2025

Sarana Aktivasi Akun WP, 
penggunaan Sertifikat Elektronik 
dan Kode Otorisasi untuk WP

Paling lambat mulai tanggal 1 Januari 2025



Tersertifikasi (PSrE) *

Tanda Tangan Elektronik

Tanda Tangan Elektronik

Tidak Tersertifikasi (KO DJP)

TTE tersertifikasi merupakan tanda tanda tangan yang dibuat dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh:
• PSrE Instansi : untuk WP Instansi Pemerintah yang diwakili oleh ASN/TNI/POLRI
• PSrE noninstansi : untuk WP selain IP
yang sudah diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan ditunjuk oleh Menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 8-9 PMK 81 Tahun 2024

Tanda Tangan 

PMK SIAP

PASAL

8,9



Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital dilakukan melalui:

Modul Portal Saya [1]--> Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital [2]

Notes:
Pengajuan KO DJP/Sertel hanya bisa dilakukan di akun Orang Pribadi (tidak bisa melalui 
akun badan/Instansi Pemerintah)

1

2



3212345678910123

MEGA KURNIAWAN

Jl. Panjang Pendek No.123 RT091 RW002, Setiabudi, Jakarta Selatan

Kolom:

- Manajemen Kasus (Case Management)
- Identitas Wajib Pajak (Taxpayer Identity)
- Detail Kontak (Contact Details)

akan terisi secara otomatis oleh sistem

44

3212345678910123 MEGA KURNIAWAN

Kurniawan.mega@gmail.com

+628188888888888



Di kolom Rincian Sertifikat, pilih Jenis Sertifikat Digital [3] yang akan 
diminta/didaftarkan.

a. Jika memilih provider PSrE  Instansi (BSSN), PsRE NonInstansi (Peruri,  Privy dan 
lain-lain) isikan ID Penandatangan [4]

b. Jika memilih Kode Otorisasi DJP: isikan Passphrase [4]

3

4

45



Anda dapat mengajukan permohonan Kode Otorisasi DJP atau 
memilih sertifikat digital tersertifikasi sesuai provider yang 
tersedia dalam Coretax.

Di kolom Rincian Sertifikat (Certificate Details) , pilih Jenis Sertifikat Digital (Digital Certificate Type) yang akan diminta/didaftarkan

a. Isikan Signer ID (jika memilih provider PSrE)
b. Isikan Passphrase (jika memilih Kode Otorisasi DJP)

Pada kolom Verifikasi Identitas, tekan tombol [5] “Take a photo”, data biometric 
akan disandingkan dengan data yang tersedia di Dukcapil.

5



Anda dapat mengajukan permohonan Kode Otorisasi DJP atau 
memilih sertifikat digital tersertifikasi sesuai provider yang 
tersedia dalam Coretax.

Ceklist pernyataan kebenaran data yang disampaikan dan persetujuan untuk 
menggunakan Akun Wajib Pajak sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen 
perpajakan.

Tekan tombol “Kirim” untuk mengirimkan permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat 
Digital.

6

7

47



Jika permohonan berhasil diajukan, maka akan muncul notifikasi “Sertifikat 
Digital Berhasil Dibuat!’

Tekan tombol :

• “Unduh Bukti Tanda Terima” [8]
Untuk mengunduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) atas permohonan 
Sertifikat Digital.

• ”Unduh Surat Penerbitan Sertifikat Digital” [9]
 Untuk mengunduh Surat Penerbitan Sertifikat Digital

8 9

48

3212345678910123 MEGA KURNIAWAN



Sisi
Instansi Pemerintah

Login pertama kali

Manajemen Akses:
• Setting Penanggungjawab 

(PIC)
• Role Akses

49Sisi Instansi PemerintahB



Step-1

https://coretaxdjp.pajak.go.id

1

2

3

4

5



Berikutnya akan disajikan 
laman permohonan Ubah 
Kata Sandi.

• Isikan ID Pengguna
• Tujuan Konfirmasi
• Masukan Captcha
• Ceklis Pernyataan

Tekan tombol “Kirim”

Step-2



Tujuan konfirmasi pengiriman 
Kata Sandi akan dikirimkan ke 
Alamat email yang terdaftar 
pada laman DJP Online.

INSTANSI PEMERINTAH ABC

0012344567061000

instansi.abc@abc.go.id
08777777777777

01.234.456.7-061.000

Default Email

52



Berikut ini contoh tautan reset kata sandi baik yang dikirimkan ke surat elektronik atau ke nomor 
gawai

Step-3



Isikan kata sandi baru dengan 
ketentuan:

• minimal 8 karakter
• minimal 1 huruf besar
• minimal 1 huruf kecil
• minimal 1 angka
• minimal 1 karakter khusus

54

Step-4



Manajemen Akses
(Setting PIC & Role Akses)



Wakil/Kuasa
 login dengan 

NIK/NPWP Pribadi 
16 digit

Tanda tangan yang digunakan 
dalam setiap dokumen 

menggunakan sign 
WP/Wakil/Kuasa

(tidak ada lagi sertifikat 
elektronik badan)

Wakil/Kuasa 
beraktivitas sesuai 
dengan role akses 

yang diberikan

Wakil/Kuasa memilih 
impersonating 

sebagai Badan/ OP 
yang diwakili

End

Pengelolaan akun WP Badan atau Orang Pribadi dengan perwakilan

Dalam coretax, penyelesaian hak dan kewajiban wajib pajak dijalankan dengan konsep impersonating, di mana pengelolaan akun 
Coretax (baik Badan/IP maupun OP dengan perwakilan) dapat dijalankan oleh Pengurus/Wakil atau Kuasa yang telah ditunjuk.

56Manajemen Akses



57Manajemen Akses

Wakil wajib pajak:
A. Instansi Pemerintah Pusat:
• Kepala Instansi Pemerintah Pusat;
• Kuasa Pengguna Anggaran;
• Kepala badan layanan umum; atau
• Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan.

B. Instansi Pemerintah Daerah:
• Kepala Instansi Pemerintah Daerah pengguna anggaran;
• Kepala badan layanan umum daerah; atau 
• Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja 

perangkat daerah.

C. Instansi Pemerintah Desa:
• Kepala Desa; atau
• Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa 

berdasarkan Keputusan Kepala Desa

PMK SIAP

PASAL

9



PIC/Wakil/Kuasa login sebagai representative lalu memilih role WP 
Badan/ Orang Pribadi mana yang akan diwakili di bagian sudut 
kanan atas.

Terdapat dropdown list sebagai berikut.
• Main Account

merupakan akun Coretax Orang Pribadi sebagai diri sendiri.
• Taxpayers

daftar akun Coretax Badan/Orang Pribadi yang diwakilinya.

3271022601770007 RAKA

3271022601770007 RAKA

0012345678910000 INSTANSINYA RAKA

3271022601770007
RAKA

RAKA
3217122601770007

58IMPERSONATING – Berperan Sebagai



59

0012345678910000 INSTANSINYA RAKA

You are currently impersonating user: INSTANSINYA - 0012345678910000

0012345678910000
PT NYA RAKA

Jika bertindak sebagai wakil/kuasa, Coretax akan menunjukkan 
posisi peran dari pihak yang diwakilinya (you are currently 
impersonating user)

Role access ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan akses ke 
akun WP, di mana hanya benar-benar WP OP pengurus/wakil atau 
kuasa saja yang dapat mengelola.

You are currently impersonating user: INSTANSINYA RAKA - 0012345678910000

NYA RAKA
0012345678910000

IMPERSONATING – Berperan Sebagai (2)



A. Penggantian PIC



“PIC” adalah entitas yang 
memiliki wewenang lengkap 
untuk mendaftarkan, 
memodifikasi, atau mencabut 
hak akses dari pihak-pihak terkait 
dalam Coretax. 

Default PIC di Coretax pada 
awalnya merujuk pada data yang 
terdapat di kolom Identitas 
Penanggungjawab pada laman 
DJPOnline.
 

PT MEGAWANI

MEGA KURNIAWAN

3212345678910123

KOMPLEKS PETANI MAKMUR SENTOSA
NO.123, RT.001/RW.002, SETIABUDI
KUNINGAN, JAKARTA SELATAN

07.345.678.9-999.000

61



Untuk melihat default nama PIC yang ditunjuk dalam Coretax, di akun Instansi Pemerintah, silakan masuk ke menu Informasi Umum [1].

1

1

0012345678910000
PT XYZ

62



Scroll ke bawah hingga menemukan submenu “Pihak Terkait” [2]. 
Di kolom ini, Sistem akan menyajikan daftar Pihak Terkait yang telah terdaftar di dalam Coretax. Geser ke kanan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

2

63



Kolom ini akan menampilkan pihak yang saat ini berstatus sebagai PIC, yang ditandai dengan centang pada kolom ”Apakah Penanggung Jawab." [3]
Hanya satu PIC yang diizinkan untuk mewakili setiap Instansi Pemerintah.

3

64



4

Untuk mengganti PIC,  pilih orang yang akan ditunjuk di daftar pihak terkait. 
Jika nama PIC baru yang akan didaftarkan belum tersedia, silakan klik tombol "Tambah" [4] untuk menambahkannya. 

Namun jika ingin memindahkan PIC kepada seseorang yang sudah ada dalam daftar, cukup tekan tombol "Edit" pada nama orang yang ingin dipilih.

65



5

6 
69

10

Berikut ini adalah tampilan jika memilih menu “Tambah”, Lakukan Langkah-Langkah sebagai berikut.
• Pada dropdown list untuk jenis pihak terkait yang ingin ditambahkan apakah Related Person atau Related Taxpayer [5]
• Ceklist “Apakah PIC?” [6]
• Pilih jenis orang terkait dalam dropdown list [7]
• Isi NIK/TIN  [8] yang ingin ditambahkan [11], secara otomatis Nama, Kewarganegaraan, dan Negara Asal, email dan nomor telepon, terisi oleh sistem
• Tentukan masa berlaku awal (wajib diisi) dan masa akhir berlaku (tidak wajib diisi) [9]
• Lalu tekan tombol “Save” [10]

7

11

8

9

66



Setelah berhasil 
menambahkan atau 
berhasil mengubah 
PIC. 

Scroll ke bawah, 
kemudian centang 
“Pernyataan” [14] lalu 
tekan tombol “Kirim” 
[15]

11

12

67



B. Penambahan Hak Akses



Kondisi: 
Instansi Pemerintah XYZ ingin menunjuk Bendahara dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban 
perpajakannya dalam aplikasi coretax. Pegawai yang ditunjuk bernama RAHAMUDI dengan NIK 
3217222016900006.

Pertanyaan: 
"Seperti apa langkah yang harus dilakukan oleh PIC pada aplikasi coretax atas kondisi tersebut?"



Login PIC

[1] ID Pengguna diisi dengan NIK/NPWP 16 digit
[2] Kata sandi diisi sesuai dengan password 

Coretax
[3] Pemilihan Bahasa untuk memilih Bahasa (en-

US/ id-ID)
[4] Masukan Kode Keamanan (Captcha)
[5] Tekan tombol Login

1

2

3

4

5

70



3217122601770007 RAKA

PIC/Wakil login sebagai representative lalu memilih role Badan/Instansi mana yang 
akan diwakili di pilihan Wajib Pajak

3212345678910123 MEGA KURNIAWAN

3212345678910123 MEGA KURNIAWAN

0012345678910000 Instansi XYZ

71

3212345678910123
MEGA KURNIAWAN

Impersonating

6



0012345678910000 PT XYZ

Jika bertindak sebagai wakil, Coretax akan menunjukkan posisi peran dari 
pihak yang diwakilinya (you are currently impersonating user)

0012345678910000 
PT XYZ

0012345678910000 Instansi  XYZ

Impersonating

72



8

Pada menu “Informasi Umum” [7], tekan tombol ”edit” [8] untuk menambahkan Hak Akses

0012345678910000 
PT XYZ

7

73

0012345678910000 Instansi  XYZ

Tambah Hak Akses



Scroll ke bawah hingga menemukan kolom “Pihak Terkait” [9], lalu pilih tombol “Tambah” [10]

9

10

74

Tambah Hak Akses



15

Jika memilih menu “Tambah”, maka akan ditampilkan isian sebagaimana gambar berikut.
• Pada dropdown list untuk jenis pihak terkait yang ingin ditambahkan apakah Related Person atau Related Taxpayer [11]
• Pilih jenis orang terkait dalam dropdown list [12]
• Isi NIK/NPWP pegawai yang ingin ditambahkan [13], secara otomatis Nama, Kewarganegaraan, dan Negara Asal, email dan nomor telelpon, terisi 

oleh sistem
• Tentukan masa berlaku awal (wajib diisi) dan masa akhir berlaku (tidak wajib diisi) [14]
• Akhiri dengan menekan tombol “Save” [15]

12 1113

14

11

75

Tambah Hak Akses



Selanjutnya pada menu “Wakil/Kuasa Saya” [16], cari pegawai yang telah didaftarkan tersebut lalu pilih “tetapkan role” [17]
16

17

0012345678910000 
PT XYZ

76

Tambah Hak Akses



18

Tetapkan peran Wakil/Kuasa yang diinginkan dengan menekan dropdown list [18]. Seorang Pegawai dapat memiliki lebih dari 
satu role akses. Setelah penentuan role akses, selanjutnya tekan tombol “simpan” [19]. 

Jika pegawai berhasil didaftarkan, maka pegawai tersebut dapat melakukan impersonating ke akun Badan/Instansi 
Pemerintah sesuai dengan role akses yang telah didelegasikan kepadanya.

19

77

Tambah Hak Akses



C. Pencabutan Hak Akses



Kondisi: 
Tuan ABC merupakan Bendahara pada Instansi Pemerintah XYZ, sesuai dengan SK yang diterbitkan oleh 
BKN, Tuan ABC dimutasi ke Instansi Pemerintah VWX. Untuk itu, Tuan ABC akan dicabut hak aksesnya 
untuk mengakses Coretax Instansi Pemerintah XYZ.

Pertanyaan: 
"Seperti apa langkah yang harus dilakukan pada aplikasi coretax atas kondisi tersebut?"



Login PIC

[1] ID Pengguna diisi dengan NIK/NPWP 16 digit
[2] Kata sandi diisi sesuai dengan password 

Coretax
[3] Pemilihan Bahasa untuk memilih Bahasa (en-

US/ id-ID)
[4] Masukan Kode Keamanan (Captcha)
[5] Tekan tombol Login

1

2

3

4

5

80



3217122601770007 RAKA

PIC/Wakil login sebagai representative lalu memilih role Badan/Instansi mana yang 
akan diwakili di pilihan Wajib Pajak

3212345678910123 MEGA KURNIAWAN

3212345678910123 MEGA KURNIAWAN

0012345678910000 INSTANSI XYZ

81

3212345678910123
MEGA KURNIAWAN

Impersonating

6



Pilih menu “Wakil/Kuasa Saya” yang berisi daftar kuasa yang telah ditunjuk oleh Wajib Pajak. 
Untuk mencabut pemberian kuasa silakan tekan menu ini.

0012345678910000 
PT XYZ

You are currently impersonating user: INSTANSI XYZ- 0012345678910000

7



Untuk mencabut hak akses kuasa, tekan tombol ”Revoke [8].

0012345678910000 
PT XYZ

You are currently impersonating user: INSTANSI XYZ- 0012345678910000

Assign

JEREM

YULIANTO DWI KURNIAWAN

8



Di halaman ini, ditunjukkan keterangan otoritas Kuasa yang akan dicabut, meliputi 
jenis pajak, layanan, hak dan kewajiban yang selama ini telah dikuasakan ke Kuasa 
tersebut. 

You are currently impersonating user: INSTANSI  XYZ- 0012345678910000

Yulianto Dwi Kurniawan



You are currently impersonating user: INSTANSI XYZ - 0012345678910000

• Isikan catatan (jika diperlukan)
• Centang persetujuan.
• Tekan tombol Batalkan Proses



• Pilih : 
a. Penyedia Penandatangan: kode otorisasi/sertifikat digital
b. Isikan Katasandi: Passhprase atau Password Sertel 

• Tekan tombol Simpan dan Konfirmasi Tanda Tangan



PENGENALAN MENU



Alur Proses 88

Rekanan

Instansi 
Pusat

Instansi 
Daerah/Desa

LS

UP

KPPN SP2D

Input Bukti 
Potong/
Pungut

Draft
SPT Masa Billing

LS

UP

Input 
Bupot/Faktur

SPT Masa

SPT Masa

Deposit
Pajak *) Input 

Bupot/Faktur
SPT Masa



Aplikasi Terdahulu (DJP Online)



www.pajak.go.id

Menunjukkan ringkasan pembuatan faktur pajak yang 
dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak

0012345678910000
Instansi Pemerintah XYZ

0012345678910000 Instansi Pemerintah

Instansi Pemerintah XYZ   0012345678910000



www.pajak.go.id

Daftar Pajak Keluaran (Faktur Pajak)

0012345678910000
Instansi Pemerintah XYZ

0012345678910000 Instansi Pemerintah

Instansi Pemerintah XYZ 0012345678910000
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Daftar Pajak Masukan (Faktur Pajak)

0012345678910000
Instansi Pemerintah XYZ

0012345678910000 PT NYA RAKA

Instansi Pemerintah XYZ 0012345678910000

Daftar Pajak Masukan (Faktur Pajak)

0012345678910000
Instansi Pemerintah XYZ

0012345678910000 PT NYA RAKA

Instansi Pemerintah XYZ 0012345678910000



www.pajak.go.id

Daftar Retur Pajak Keluaran (Faktur Pajak)

0012345678910000
Instansi Pemerintah XYZ

Instansi Pemerintah XYZ 0012345678910000

0012345678910000 Instansi Pemerintah 
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Daftar Retur Pajak Masukan (Faktur Pajak)

0012345678910000
Instansi Pemerintah XYZ

Instansi Pemerintah XYZ 0012345678910000

0012345678910000 Instansi Pemerintah 
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Daftar Dokumen Lain Pajak Keluaran (Dokumen yang 
dipersamakan dengan faktur pajak)

Instansi Pemerintah XYZ 0012345678910000

0012345678910000 Instansi Pemerintah 

0012345678910000
Instansi Pemerintah XYZ



www.pajak.go.id

Daftar Dokumen Lain Pajak Masukan (Dokumen yang 
dipersamakan dengan faktur pajak)

Instansi Pemerintah XYZ 0012345678910000

0012345678910000 Instansi Pemerintah 

0012345678910000
Instansi Pemerintah XYZ

Daftar Dokumen Lain Pajak Masukan (Dokumen yang 
dipersamakan dengan faktur pajak)

Instansi Pemerintah XYZ 0012345678910000

0012345678910000 Instansi Pemerintah 

0012345678910000
Instansi Pemerintah XYZ
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Daftar Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran (Dokumen yang 
dipersamakan dengan faktur pajak)

Instansi Pemerintah XYZ 0012345678910000

0012345678910000 Instansi Pemerintah 

0012345678910000
Instansi Pemerintah XYZ
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Daftar Retur Dokumen Lain Pajak Masukan (Dokumen yang 
dipersamakan dengan faktur pajak)

Instansi Pemerintah XYZ 0012345678910000

0012345678910000 Instansi Pemerintah 

0012345678910000
Instansi Pemerintah XYZ
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Praktik

Administrasi Faktur Pajak
Pengadaan Barang/Jasa dari Rekanan PKP

1.4.B
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PRAKTIK

Input Faktur Pajak

1.4.B.1



Kondisi: 
Instansi Pemerintah melakukan Pembelian ATK kepada Rekanan untuk trimester 4 Tahun 2024 dengan 
nilai transaksi Rp.250.000.000 (5.000 unit @Rp50.000) atas transaksi tersebut :
1. terutang PPN dengan tarif  11% sehingga PPN = 11% x Rp. 250.000.000 = Rp. 27.500.000 dan
2. PPh Pasal 22 (akan dijelaskan di Modul eBupot)
Instruksi: 
Cek Pajak Masukan yang telah dibuat Faktur Pajaknya oleh Rekanan kemudian laporkan SPT nya!

Ketentuan Pengisian:
• Faktur Pajak Masukan disediakan oleh Edukator
• Metode Pembayaran menggunakan Uang Persediaan

Contoh Kasus

www.pajak.go.id
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[1] Pilih Pajak Masukan atau Input Tax

0012345678910000
Instansi Pemerintah XYZ

Terdapat list pajak masukan dari lawan transaksi 
yang terprepopulasi secara otomatis oleh sistem.

0012345678910000 Instansi Pemerintah 

Instansi Pemerintah XYZ 0012345678910000

1
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[2] Pilih ikon pensil untuk melihat detil faktur pajak masukan

Instansi Pemerintah XYZ 0012345678910000

0012345678910000 Instansi Pemerintah 

0012345678910000
Instansi Pemerintah XYZ

2



II

Pemungut memastikan bahwa data yang tertera pada detil faktur sudah sesuai dengan ketentuan dan transaksi 
yang terjadi.
[I] Pembayaran: 

• Jika Pembayaran dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS) maka Pemungut mengisikan nomor SP2D 
(nomor SP2D akan divalidasi ke identitas Pemungut. 1 SP2D dapat digunakan untuk 1 nomor faktur pajak.)

• Jika Pembayaran dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) maka cukup memastikan data 
faktur sudah benar

[II] Jika Pemungut menemukan bahwa tidak ada transaksi yang dilakukan sesuai dengan data faktur pajak atau 
SP2D belum diterima oleh pemungut maka pemungut dapat memberikan tanda bahwa Faktur Pajak adalah 
tidak valid

I
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PRAKTIK

Cetak Faktur Pajak Masukan

1.4.B.2



www.pajak.go.id

[1] Pilih ikon dokumen untuk mengunduh faktur pajak yang diterima Pemungut ke dalam bentuk 
file PDF.

Instansi Pemerintah XYZ 0012345678910000

0012345678910000 Instansi Pemerintah 

0012345678910000
Instansi Pemerintah XYZ

1
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[2] klik Save untuk menyimpan file PDF.

2
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[3] akan terunduh file PDF Faktur Pajak

3
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Berikut ini adalah tampilan PDF Faktur Pajak   
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Praktik

SPT Masa PPN

1.4.C
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Sama seperti langkah untuk membuat Surat Pemberitahuan (SPT) pada 
umumnya, langkah-langkah untuk SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan 
Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP adalah:

[1] Pilih Modul Surat Pemberitahuan (SPT)
[2] Pilih menu Surat Pemberitahuan (SPT)

1

2
0012345678910000
Instansi Pemerintah XYZ

Instansi Pemerintah XYZ 0012345678910000

0012345678910000 Instansi Pemerintah XYZ 
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3

4
Untuk membuat SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan 
Merupakan PKP :

[3] Pilih menu Konsep SPT
[4] Klik tombol Buat Konsep SPT

Pada halaman ini akan ditampilkan daftar SPT Masa yang sudah pernah dibuat oleh 
Instansi Pemerintah, meliputi:

• Konsep SPT: konsep SPT yang masih belum selesai untuk disampaikan
• SPT Menunggu Pembayaran: SPT yang sudah disampaikan namun belum 

dilakukan pembayaran
• SPT Dilaporkan: SPT yang sudah selesai dibuat dan dibayar
• SPT Ditolak: SPT yang ditolak karena tidak memenuhi syarat kelengkapan dan 

validitas SPT (khusus SPT Kertas)
• SPT Dibatalkan: Konsep SPT yang dibatalkan karena petugas salah input pada 

saat penerbitan BPS (BPS Pengganti) (khusus SPT Kertas)

0012345678910000
Instansi Pemerintah XYZ

Instansi Pemerintah XYZ 0012345678910000

0012345678910000 Instansi Pemerintah XYZ 
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5

6
Langkah 1 (Pilih Jenis SPT yang akan dilaporkan), untuk 
membuat SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain 
yang Bukan Merupakan PKP :

[5] Pilih menu PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang 
Bukan Merupakan PKP

[6] Klik tombol Lanjut

Secara umum langkah 
pembuatan SPT meliputi 
langkah:
• Pilih Jenis Pajak
• Pilih periode pelaporan 

SPT
• Pilih Jenis SPT

0012345678910000
Instansi Pemerintah XYZ

Instansi Pemerintah XYZ 0012345678910000

0012345678910000 Instansi Pemerintah XYZ 
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Isi pada setiap dropdown Jenis Pajak, Jenis SPT, Masa 
Pajak dan Status Normal/Pembetulannya

Kemudian klik “Save”

7

8Langkah 2 (Pilih periode pelaporan SPT), lakukan:

[7] Pilih periode dan tahun pajak, misal: Oktober 2024
[8] Klik tombol Lanjut

0012345678910000
Instansi Pemerintah XYZ

Instansi Pemerintah XYZ 0012345678910000

0012345678910000 Instansi Pemerintah XYZ 
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9

10

Langkah 3 (Pilih Jenis SPT), lakukan:

[9] Pilih model SPT, misal: Normal
[10] Klik tombol Buat Konsep SPT

0012345678910000
Instansi Pemerintah XYZ

Instansi Pemerintah XYZ 0012345678910000

0012345678910000 Instansi Pemerintah XYZ 
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11

SPT Masa yang berhasil dibuat akan mucul pada daftar SPT Belum 
Disampaikan pada menu Konsep SPT, selanjutnya:

[11] Klik icon pensil untuk melihat dan melengkapi data SPT Masa

Klik icon delete untuk 
menghapus SPT Masa

0012345678910000
Instansi Pemerintah XYZ

Instansi Pemerintah XYZ 0012345678910000

0012345678910000 Instansi Pemerintah XYZ 
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Cek pada isian SPT baik halaman utama SPT maupun 
lampiran-lampirannya

Instansi Pemerintah XYZ 0012345678910000

0012345678910000 Instansi Pemerintah XYZ 

Cek pada isian SPT baik halaman utama SPT maupun 
lampiran-lampirannya
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SPT Masa SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan 
Merupakan PKP terdiri dari beberapa bagian:

• Halaman Induk: terdiri dari Induk, Pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM oleh 
Pemungut PPN, Pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM oleh Pihak Lain, 
Pernyataan

• Lampiran L-I: Daftar PPN Dan PPnBM Yang Dipungut Oleh Pemungut PPN Yang 
Bukan Merupakan Pengusaha Kena Pajak

• Lampiran L-II: Daftar PPN Dan PPnBM Yang Dipungut Oleh Pihak Lain

12

13

Data sebagai berikut akan otomatis terisi:

[12] Induk
[13]  Pemungutan PPN atau PPN dan 

PPnBM oleh Pemungut PPN

Instansi Pemerintah XYZ 0012345678910000

0012345678910000 Instansi Pemerintah XYZ 

SPT Masa SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan 
Merupakan PKP terdiri dari beberapa bagian:

• Halaman Induk: terdiri dari Induk, Pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM oleh 
Pemungut PPN, Pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM oleh Pihak Lain, 
Pernyataan

• Lampiran L-I: Daftar PPN Dan PPnBM Yang Dipungut Oleh Pemungut PPN Yang 
Bukan Merupakan Pengusaha Kena Pajak

• Lampiran L-II: Daftar PPN Dan PPnBM Yang Dipungut Oleh Pihak Lain

12

13

Data sebagai berikut akan otomatis terisi:

[12] Induk
[13]  Pemungutan PPN atau PPN dan 

PPnBM oleh Pemungut PPN

Instansi Pemerintah XYZ 0012345678910000

0012345678910000 Instansi Pemerintah XYZ 
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14

15

Data sebagai berikut akan otomatis terisi:

[14]  Pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM oleh Pemungut PPN, 
[15]  Pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM oleh Pihak Lain
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[16] Pada bagian ini akan ditampilkan Daftar PPN Dan PPnBM Yang Dipungut Oleh Pemungut 
PPN Yang Bukan Merupakan Pengusaha Kena Pajak berdasarkan data pembelian (daftar pajak 

masukan) yang terkonfirmasi valid

16
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17

[17] Pada bagian ini akan ditampilkan Daftar PPN Dan PPnBM Yang Dipungut Oleh Pihak lain

Berikutnya Kembali ke halaman Induk untuk melanjutkan pengisian bagian pernyataan
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RAKA

Pada bagian Deklarasi dan tanda tangan:
[18] Centang pernyataan
[19] Pilih status penandatangan, sebagai Taxpayer (Wajib Pajak) atau Representative 

(Kuasa/Wakil)
[20] Kota Penandatangan SPT, Nama, Batas Waktu Penyampaian SPT akan otomatis terisi 

sesuai user yang sedang aktif, Silahkan isi Jabatan (key in)
[21] Tombol Simpan Konsep untuk menyimpan draft sementara
[22] Untuk mengakhiri proses pembuatan SPT Masa klik tombol Bayar dan Lapor

19

20

21 22

18
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Proses penandatanganan SPT Masa SPT Masa PPN bagi 
Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP :

[23] Penyedia Penandatangan, misal: Kode Otorisasi DJP
[24] ID Penandatangan, misal: 3217122601770007
[25] Kata Sandi Penandatangan, kemudian
[26] Klik tombol Simpan, kemudian
[27] Kllik tombol Konfirmasi Tanda Tangan untuk menyelesaikan 

proses penandatanganan dokumen

Tunggu hingga muncul notifikasi “Document Successfully Signed”. 

Langkah berikutnya:
• Jika Pembayaran dilakukan dengan mekanisme Langsung / 

Lump Sum (SP2D telah direkam pada Faktur Pajak Masukan 
sesuai Langkah yang dijelaskan sebelumnya) maka pada saat 
klik tombol Bayar dan Lapor, Konsep SPT akan otomatis 
terlaporkan karena SPT menyatakan NIHIL.

• Jika Pembayaran dilakukan dengan mekanisme Uang Persedian 
(UP) maka:
o Sistem akan melakukan pengecekan terhadap Deposit Pajak, 

dalam hal:
§ Deposit Pajak mencukupi, IP dapat memilih 

menggunakan Deposit Pajak atau menggunakan 
pembayaran melalui kode billing.

§ Deposit Pajak tidak mencukupi, IP menggunakan 
pembayaran melalui kode billing.

o Kode billing akan otomatis terbentuk dan terunduh apabila 
status SPT kurang bayar dan IP memilih membuat kode 
billing (lanjut ke slide selanjutnya)

24
23

25

26 27
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Jika Proses Pembayaran dipilih dengan menggunakan mekanisme Uang 
Persediaan (UP) dan IP membuat kode billing maka Konsep SPT Akan 
Berpindah dari daftar Konsep SPT masuk ke daftar SPT Menunggu 
Pembayaran [28]

28

0012345678910000
Instansi Pemerintah XYZ

Instansi Pemerintah XYZ 0012345678910000
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Kode billing yang terbentuk juga dapat dilihat pada 
folder document

Instansi Pemerintah XYZ 0012345678910000

0012345678910000 Instansi Pemerintah XYZ 
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Klik tombol Unduh untuk mengunduh kode billing

Instansi Pemerintah XYZ 0012345678910000

0012345678910000 Instansi Pemerintah XYZ 
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Tampilan kode billing 
yang sudah terunduh 
sebagai berikut  è
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SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP yang sudah dibayarkan akan otomatis 
tersampaikan (tidak perlu input kode NTPN) dan akan berpindah dari daftar SPT Menunggu Pembayaran ke daftar SPT 
Dilaporkan

Klik icon dokumen untuk mengunduh Bukti Penerimaan Elektronik SPT

Klik icon mata untuk melihat data SPT

Klik icon unduh untuk mengunduh formulir induk SPT

0012345678910000
Instansi Pemerintah XYZ

Instansi Pemerintah XYZ 0012345678910000

0012345678910000 Instansi Pemerintah XYZ 
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Edukasi perpajakan di

pengaduan.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

www.pajak.go.id/unit-kerja

Hubungi unit kerja DJP di


